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MEMAHAMI KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU



PEMILU 

2024

Adanya Irisan Tahapan Penyelenggaraan Yang Akan Berjalan

Bersamaan Antara Pemilu Dan Pemilihan, Hal Ini Akan 

Mengakibatkan Konsentrasi Penyelenggara Terpecah Dan 

Rentan Diadukan Etik / Dilaporkan Pidana, Akses Jaringan It Di 

Daerah Terpencil, Kepulauan, Kendala Geografis, Terbatasnya

Waktu Utk Rekap Dan Psu

PROBLEM TEKNIS

Pemutakhiran Dpt Berulang Ulang Dan Menambah

Beban Penyelenggara Jika Tidak Dilakukan Dari 

Proses Awal Untuk Keduanya, Karena Waktu

Penyelenggaraan Sangat Berdekatan

PEMUTAKHIRAN DPT

Pemilih Kesulitan Dalam Menggunakan Hak Pilih

Mengingat Banyaknya Surat Suara

PENGGUNAAN HAK SUARA

Pandemi Covid 19 Masing Berlangsung Dan Masih Belum

Meratanya Sebaran Vaksin

COVID 19 / Bencana Non Alam

Adanya Perbedaan Pengaturan Hukum Yang 

Berbeda Antara Pemilu Dan Pemilihan, Multitafsir, 

Tidak Aplikatif Hal Ini Akan Membingungkan Pencari

Keadilan Dan Pengawas Pemilu, Bentuk Keputusan

Akhir Penanganan (Putusan Untuk Pemilu Dan 

Rekomendasi Untuk Pilkada)

HUKUM

Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Tinggi

(Penyelenggara Pemilu Ditingkat Tps). Berdampak

Pada Masyarakat Enggan Menjadi Penyelenggara

BEBAN PENYELENGGARA

❖ Penyelenggara Adhoc Pada Pemilu Apakah Akan Secara Otomatis Menjadi

Penyelenggara Pemilihan? Jika Tidak Maka Membutuhkan Waktu Dan

Anggaran Untuk Melakukan Rekrutman Yang Berbeda

❖ Rekruitmen, Bimtek / Diklat, Prinsip Kerja Kolektif Kolegial (Panwascam),

Mandiri (Pkd Dan Ptps), Kapasitas Sdm Dalam Bekerja Cermat, Pengambilan

Keputusan Cepat Dan Tepat (Kajian Psu, Identifikasi Dan Pengawasan Politik

Uang Dan Politik Identitas)

PENYELENGGARA ADHOC

PROBLEM KETAATAN PESERTA PEMILU    
Politik Uang, Politik Identitas, Netralitas Asn, Mobilisasi Birokrasi Dan Program 

Pemerintah (Pelanggaran Pasal 71 Uu Pilkada), Pungut Hitung Di Tps Yang Berpotensi 

Pada Psu

PROBLEMATIKA PEMILU 2024



TANTANGAN
PEMILU 2024



ISU KRUSIAL

03. Kebijakan Environment02. Kelembagaan

1. Ketidaksinkronnya
antar peraturan

2. Terdapat problem 
normatif dalam
regulasi: kekosongan
norma, ambiguitas, 
inkonsistensi, dan
kontrakdiksi.

01. Isu Regulasi

1. Manajerial kapasitas
penyelenggara pemilu

2. Rekrutmen
Penyelenggara Pemilu
(Masa jabatan
penyelenggara pemilu
yang berakhir
menjelang pemilu
2024)

3. Resource 
mobilization/support 
(anggaran, SDM)

4. Sistem penunjang
(Sistem IT) 

1. Kesiapan stakeholder 
pemilu (pemahaman
dan adaptability) 
peserta pemilu dan
masyarakat

2. Tingkat kesiapan
pemerintah selaku
stakeholder pendukung

3. Ketidakpastian situasi
(Pandemik atau
bencana non alam)



ANTISIPASI YANG PERLU DILAKUKAN

Perbaikan
Regulasi

Penguatan
Kapasitas

Kelembagaan

Environmental 
Conditioning

Revisi Luas

Revisi Terbatas
(Perppu?)

Tidak Ada Revisi

• Perbaikan siklus
rekruitmen pengawas
pemilu

• Review dan
perbaikan strategi
serta sistem capacity 
building pengawas
pemilu

• Penyusunan scenario 
planning & 
manajemen resiko
pemilu (electoral risk 
management)

• Penguatan dukungan
resource mobilization

• Sosialisasi secara massif
• Mendorong penguatan

pendidikan dan pelatihan
pengawas pemilu secara
intens

• Memastikan kesiapan
peserta pemilu

• Mendorong kesiapan dan
komitmen pemerintah



Strategi Pengawasan Pemilu 2024

MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN, 
PENGAWASAN KREATIF INOVATIF, 
KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM 
PENGAWASAN PARTISIPATIF 

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA DAN PENERAPAN TATA KELOLA 
ORGANISASI YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL 
DAN RAMAH LINGKUNGAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN 
PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN 
SENGKETA 



Sinergi antara penyelenggara pemilu

(KPU, Bawaslu, DKPP) dengan

Kemendagri, Penegak Hukum, dan 

Partisipasi Masyarakat akan menjadi

Langkah awal yang memberikan

kontribusi besar terhadap suksesnya

pelaksanaan tahapan Pemillu Tahun

2024



Partisipasi Dalam Pendekatan Teoritis

Herbert, McClosky

• Partisipasi merupakan kegiatan yang bersifat sukarela
dari warga masyarakat dalam proses pemilihan, baik
langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pembentukan kebijakan umum

Samuel P. 
Huntington  dan 

Joan M.Nelson

• Kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi
yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa secara
kelompok, individu, spontan maupun sporadis

Miriam Budiarjo
(dalam Cholosim

2007;150)

Partisipasi politik secara umum dapat dimaknai sebagai
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara

aktif dalam kehidupan politik



Akar Gerakan Partisipasi/Kesukarelawanan

Negara Civil 
Societycso

Kemandirian

Kesukarelawanan

Keswadayaan

Pemantau

❖ Civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah 

kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: 

kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), 

dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi

berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-

norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya

❖ Dalam perkembangan civil society dimakani bahwa cso sebagai

antithesis dari negara dengan mengedepankan kemandirian





DASAR HUKUM

Peraturan Badan Pengawas Pemilu 
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 
Pemantauan Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum



PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU

a. berbadan hukum yang terdaftar pada 
pemerintah atau pemerintah daerah
b. bersifat independen
c. mempunyai sumber dana yang jelas
d. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota 
sesuai dengan cakupan wilayah 
pemantauannya.



TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU



Pendaftaran Pemantau Pemilu



Pendaftaran Pemantau Pemilu



PELAKSANAAN
PEMANTAUAN



PELAKSANAAN
PEMANTAUAN



LARANGAN 
PEMANTAU 
PEMILU



KODE ETIK



KODE ETIK



KODE ETIK



Tugas Pemantau/Pengawas

Melaporkan 
Hasil 

Pemantauan.

Mempublikasi Hasil 
Pemantauan.

Mengumpulkasn 
Informasi 
Mengenai 

Proses Pemilu



TERIMA KASIH


